
Disampaikan dalam acara  “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga

Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MAN/MAK” yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, 3 November 2021



 Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak

Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan

dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang

dirumuskan dalam UUD 1945.

 Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan

pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan,

manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan

keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam

semesta.

 Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai

dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.



 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai

sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat

pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada

dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

 Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan

UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu

akan dengan sendirinya telah tercakup.

 Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah

lain yang digunakan, yaitu Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm atau “pokok

kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.



1. Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)

2. Pembatasan masa jabatan/periodesasi (Pasal 7)

3. Dapat di impeach (Pasal 7A)

4. Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)

5. Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).



1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)

2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal

20A ayat 2)

3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan

usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)

4. Mengusulkan impeachment presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)

5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3),

Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)



 Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan

eksekutif adalah presiden (single executive), yang dalam melaksanakan

kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden

(Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI

Tahun 1945.

 Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden.

 Hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak

bersifat collegial.

 Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa

yang bertanggungjawab adalah Presiden.



 Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.”

 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut UUD.



 Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B,

Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili

dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden.



Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945:

(1)Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.

(2)Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum.

(4)Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.



(5)Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintah.

(6)Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam

undang-undang.



(1)Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah.

(2)Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.



(1)Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.

(2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.



 Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga

dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang

dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah

pusat.

 Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008

tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan

pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-

prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-

undangan.


